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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis kearifan  

lokal dalam meningkatkan kinerja aparatur dan daya saing daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada 180 

aparatur pemerintah daerah yang bekerja pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli 

Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden memiliki masa kerja 

minimal satu tahun dan terlibat dalam pelayanan publik atau pelaksanaan program pembangunan daerah. Data dianalisis 

menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

aparatur. Kinerja aparatur juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing daerah. Selain itu, pengembangan 

kompetensi SDM berbasis kearifan lokal terbukti berpengaruh langsung terhadap daya saing daerah. Temuan mediasi 

menunjukkan bahwa kinerja aparatur berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara pengembangan 

kompetensi SDM berbasis kearifan lokal dan daya saing daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan daya saing 

daerah tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan potensi ekonomi, tetapi juga pada kualitas aparatur yang kompeten, 

adaptif, berorientasi pelayanan, serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Batak Toba seperti 

kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Secara praktis, penelitian ini 

merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk memperkuat pemetaan kompetensi, pelatihan berbasis  

kinerja, literasi digital, kepemimpinan lokal, dan evaluasi pengembangan aparatur secara berkelanjutan.  

 

Kata kunci: daya saing daerah; kearifan lokal; kinerja aparatur; kompetensi SDM; Tapanuli Utara.   
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PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, 
infrastruktur, dan potensi ekonomi lokal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya 
manusia yang mengelola proses pembangunan tersebut. Dalam konteks pemerintahan daerah, 
aparatur sipil negara memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan, penyedia layanan publik, 
penggerak inovasi birokrasi, serta penghubung antara agenda pembangunan daerah dan kebutuhan 
masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu 
faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan daya 
saing daerah. 

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang 
memiliki karakteristik sosial, budaya, geografis, dan ekonomi yang khas. Ibu kota kabupaten ini berada 
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di Tarutung, dan wilayahnya dikenal sebagai salah satu kawasan dengan identitas budaya Batak Toba 
yang kuat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga menempatkan pembangunan daerah sebagai 
agenda penting dalam perencanaan jangka menengah, sebagaimana terlihat dalam dokumen RPJMD 
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk menjadi pedoman pembangunan 
bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Selain itu, publikasi BPS Kabupaten Tapanuli 
Utara Dalam Angka 2025 disusun untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat 
waktu sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. 

Karakteristik geografis Tapanuli Utara juga menunjukkan tantangan tersendiri bagi 
pengelolaan sumber daya manusia dan pelayanan publik. Berdasarkan publikasi Statistik Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara 2025, wilayah ini berada pada ketinggian 150–1.700 meter di atas 
permukaan laut dan terdiri dari 252 desa/kelurahan. Sebagian besar desa berada pada wilayah dataran 
tinggi, bahkan 128 desa berada pada ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi 
ini menuntut aparatur daerah memiliki kompetensi adaptif, kemampuan koordinasi lintas wilayah, 
pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta keterampilan dalam merancang pelayanan 
publik yang responsif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat. 

Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, kompetensi aparatur tidak 
hanya mencakup aspek pengetahuan teknis dan administratif, tetapi juga mencakup kemampuan 
kepemimpinan, komunikasi, integritas, literasi digital, pemecahan masalah, serta sensitivitas terhadap 
nilai-nilai lokal. Pengembangan kompetensi aparatur yang hanya berorientasi pada prosedur formal 
sering kali belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan daerah. Aparatur pemerintah daerah 
perlu memiliki kemampuan untuk memahami konteks sosial masyarakat, membangun kepercayaan 
publik, dan mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam praktik pelayanan dan pembangunan daerah. 
Dalam konteks Tapanuli Utara, kearifan lokal masyarakat Batak Toba seperti nilai kerja keras, 
kebersamaan, tanggung jawab sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat dapat menjadi 
modal sosial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Kearifan lokal memiliki relevansi penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena 
dapat membentuk etos kerja, kedisiplinan, komitmen kolektif, dan orientasi pelayanan yang lebih 
dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kompetensi aparatur berbasis kearifan lokal 
bukan berarti menggantikan prinsip profesionalisme birokrasi modern, melainkan mengintegrasikan 
nilai-nilai lokal ke dalam sistem pengembangan SDM agar aparatur tidak hanya kompeten secara 
administratif, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan budaya. Dengan demikian, strategi 
pengembangan SDM di Tapanuli Utara perlu diarahkan pada keseimbangan antara kompetensi teknis, 
kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural, dan kompetensi digital. 

Permasalahan utama yang sering dihadapi pemerintah daerah adalah belum optimalnya 
keselarasan antara kebutuhan kompetensi aparatur, tuntutan pelayanan publik, dan arah pembangunan 
daerah. Pengembangan SDM sering kali masih bersifat administratif, berbasis pelatihan rutin, dan 
belum sepenuhnya diarahkan pada peningkatan kinerja organisasi secara terukur. Padahal, Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara telah memiliki 
peran penting dalam penyusunan pelaporan kinerja dan pengembangan aparatur daerah, sebagaimana 
tercermin dalam LKIP BKPSDM Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang mengacu pada 
ketentuan pelaporan kinerja instansi pemerintah dan perubahan rencana strategis BKPSDM Tahun 
2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM aparatur merupakan bagian penting 
dari sistem akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.  

Daya saing daerah tidak hanya berkaitan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan potensi 
pariwisata, tetapi juga dengan kualitas birokrasi dalam menciptakan layanan yang cepat, transparan, 
adaptif, dan responsif. Daerah yang memiliki aparatur kompeten cenderung lebih mampu merancang 
program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, memperkuat kolaborasi dengan pemangku 
kepentingan, serta mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dalam konteks Tapanuli Utara, 
pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal dapat menjadi strategi penting untuk 
memperkuat kapasitas aparatur dalam mendukung pembangunan sektor pelayanan publik, pariwisata, 
pertanian, pendidikan, dan ekonomi lokal. 
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Meskipun kajian mengenai manajemen sumber daya manusia sektor publik telah banyak 
dilakukan, penelitian yang secara khusus mengaitkan pengembangan kompetensi aparatur, kearifan 
lokal, kinerja aparatur, dan daya saing daerah di Kabupaten Tapanuli Utara masih relatif terbatas. 
Sebagian besar kajian SDM pemerintahan cenderung menekankan aspek pelatihan, disiplin kerja, 
motivasi, atau kepemimpinan secara umum, tetapi belum banyak yang menempatkan kearifan lokal 
sebagai basis konseptual dalam strategi pengembangan kompetensi aparatur daerah. Padahal, 
pendekatan berbasis lokalitas penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi dan 
pengembangan SDM tidak bersifat seragam, melainkan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya dan 
kebutuhan pembangunan daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi 
pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan kinerja 
aparatur dan daya saing daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen sumber daya manusia sektor 
publik, khususnya pada integrasi antara kompetensi aparatur dan nilai kearifan lokal. Secara praktis, 
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang 
program pengembangan SDM aparatur yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada 
peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik 

Manajemen sumber daya manusia sektor publik merupakan proses strategis untuk memastikan 
bahwa aparatur pemerintah memiliki kompetensi, integritas, motivasi , dan perilaku kerja yang sesuai 
dengan kebutuhan organisasi publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, manajemen SDM tidak 
hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, seperti pengangkatan, penempatan, pelatihan, dan 
penilaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
dan efektivitas pembangunan daerah. Praktik manajemen SDM yang baik dapat memperkuat 
kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja pegawai dalam organisasi publik. Studi terbaru pada 
administrasi publik menunjukkan bahwa praktik SDM seperti pelatihan, kesempatan karier, keamanan 
kerja, dan kompensasi berkontribusi terhadap kepuasan kerja serta kinerja pegawai sektor publik.  

Dalam birokrasi daerah, kualitas SDM aparatur menjadi faktor penting karena pemerintah 
daerah berhadapan langsung dengan masyarakat. Aparatur tidak hanya dituntut memahami aturan dan 
prosedur administratif, tetapi juga harus mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, adil, 
transparan, dan adaptif. Oleh sebab itu, pengembangan SDM aparatur perlu diarahkan pada 
peningkatan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial -kultural. Ketiga 
kompetensi tersebut menjadi dasar bagi aparatur untuk menjalankan fungsi pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional. Literatur mengenai ASN di Indonesia 
menegaskan bahwa kompetensi ASN mencakup kompetensi teknis sesuai bidang tugas, kompetensi 
manajerial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, serta kompetensi sosial -kultural yang 
berkaitan dengan kolaborasi dan perilaku pelayanan. 

Pengembangan SDM sektor publik juga semakin penting karena birokrasi menghadapi 
perubahan lingkungan yang kompleks, termasuk digitalisasi pelayanan, tuntutan akuntabilitas, 
perubahan kebutuhan masyarakat, dan persaingan antardaerah. Dalam situasi tersebut, pemerintah 
daerah perlu membangun sistem pengembangan aparatur yang tidak hanya berbasis pelatihan rutin, 
tetapi juga berbasis kebutuhan kompetensi, evaluasi kinerja, dan arah pembangunan daerah. Penelitian 
tentang penguatan kompetensi ASN menunjukkan bahwa pelatihan yang terarah, sistem digital 
terintegrasi, dan perencanaan sumber daya yang strategis diperlukan untuk meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. 

 
Pengembangan Kompetensi Aparatur 

Kompetensi aparatur dapat dipahami sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, 
nilai, dan kemampuan kerja yang memungkinkan pegawai melaksanakan tugas secara efektif. Dalam 
pemerintahan daerah, kompetensi aparatur berhubungan langsung dengan kualitas perencanaan, 
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pelaksanaan program, pelayanan masyarakat, pengawasan, dan inovasi birokrasi. Aparatur yang 
kompeten akan lebih mampu memahami permasalahan lokal, merumuskan solusi, menggunakan 
teknologi, bekerja lintas sektor, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan secara sistematis melalui analisis 
kebutuhan pelatihan, pemetaan kesenjangan kompetensi, penyusunan program pengembangan, 
pelaksanaan pelatihan, pendampingan, serta evaluasi hasil. Kajian tentang peningkatan kompetensi 
teknis ASN menekankan pentingnya analisis kesenjangan kinerja sebagai dasar untuk menentukan 
kebutuhan pengembangan pegawai. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa proses 
verifikasi dan validasi kebutuhan kompetensi sering kali belum optimal karena belum tersedianya 
dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang lengkap. 

Dalam konteks daerah, pengembangan kompetensi tidak boleh dipisahkan dari karakteristik 
lokal. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang 
berbeda dari daerah lain. Oleh karena itu, aparatur daerah perlu memiliki kompetensi yang tidak hanya 
bersifat administratif, tetapi juga kontekstual. Aparatur harus memahami kebutuhan masyarakat desa, 
kondisi wilayah dataran tinggi, nilai sosial masyarakat Batak Toba, potensi pariwisata, pertanian, 
pendidikan, serta tantangan pembangunan lokal. Dengan kata lain, pengembangan kompetensi 
aparatur perlu diarahkan pada kemampuan adaptif yang mampu menghubungkan aturan birokrasi 
dengan realitas sosial masyarakat. 

Kompetensi aparatur juga berkaitan erat dengan profesionalisme birokrasi. Aparatur yang 
profesional ditandai oleh kemampuan bekerja berdasarkan aturan, memiliki integritas, mengutamakan 
kepentingan publik, serta mampu memberikan layanan secara efektif. Kajian mengenai 
profesionalisme ASN di Indonesia menegaskan bahwa kompetensi, etika kerja, budaya kerja, sistem 
merit, dan transformasi digital merupakan aspek penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. 
Oleh sebab itu, strategi pengembangan SDM aparatur di Tapanuli Utara perlu mengintegrasikan 
pelatihan teknis, penguatan etika pelayanan, literasi digital, dan pemahaman sosial -kultural. 

 
Kearifan Lokal dalam Pengembangan SDM 

Kearifan lokal merupakan nilai, norma, pengetahuan, praktik sosial, dan kebiasaan masyarakat 
yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks 
manajemen sumber daya manusia, kearifan lokal dapat menjadi dasar pembentukan etos kerja, 
tanggung jawab sosial, solidaritas, kepemimpinan, dan orientasi pelayanan. Kearifan lokal tidak hanya 
dipahami sebagai aspek budaya, tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat memperkuat hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat. 

Dalam pelayanan publik, integrasi kearifan lokal dapat memperkuat penerimaan masyarakat 
terhadap kebijakan pemerintah karena pelayanan yang diberikan menjadi lebih dekat dengan nilai, 
bahasa, dan kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian tentang inovasi kebijakan berbasis kearifan 
lokal di Indonesia menunjukkan bahwa konteks budaya dapat membentuk inovasi pelayanan dan 
mendorong pendekatan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Kajian lain juga 
menekankan bahwa inovasi pelayanan publik membutuhkan teknologi pendukung, sumber daya  
manusia yang kompeten, kepemimpinan yang kuat, proses kerja yang kontekstual, dan internalisasi 
nilai inovasi ke dalam budaya birokrasi. 

Dalam konteks Tapanuli Utara, kearifan lokal masyarakat Batak Toba dapat menjadi sumber 
nilai dalam pengembangan kompetensi aparatur. Nilai seperti kerja keras, tanggung jawab, 
musyawarah, penghormatan terhadap adat, kebersamaan, dan solidaritas sosial dapat diintegrasikan 
ke dalam budaya kerja birokrasi. Nilai-nilai tersebut dapat memperkuat perilaku aparatur dalam 
membangun komunikasi dengan masyarakat, menyelesaikan masalah secara partisipatif, dan 
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 

Pengembangan SDM berbasis kearifan lokal tidak berarti menolak prinsip birokrasi modern. 
Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan menghubungkan profesionalisme, sistem merit, teknologi, dan 
akuntabilitas dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, aparatur tidak hanya 
mampu menjalankan tugas berdasarkan prosedur, tetapi juga memiliki sensitivitas budaya dan 
kemampuan membangun relasi sosial yang baik. Hal ini penting karena pelayanan publik yang efektif 
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tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan prosedur, tetapi juga oleh kepercayaan, 
komunikasi, dan kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. 

 
Kinerja Aparatur 

Kinerja aparatur merupakan hasil kerja pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, 
dan tanggung jawabnya sesuai dengan target organisasi. Kinerja aparatur dapat dilihat dari beberapa 
aspek, seperti produktivitas kerja, kualitas pelayanan, kedisiplinan, akuntabilitas, inovasi, kemampuan 
menyelesaikan masalah, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam organisasi 
publik, kinerja aparatur tidak hanya diukur dari pencapaian output administratif, tetapi juga  dari 
dampaknya terhadap kualitas layanan dan efektivitas pembangunan daerah.  

Kompetensi memiliki hubungan penting dengan kinerja aparatur. Aparatur yang memiliki 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik akan lebih mampu menyelesaikan pekerjaan 
secara efektif. Penelitian mengenai ASN menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui 
pelatihan, penguatan sistem digital, dan perencanaan SDM strategis dapat memperbaiki kinerja 
pelayanan publik. Selain itu, kajian mengenai manajemen talenta di sektor publik Indonesia 
menunjukkan bahwa penguatan tata kelola SDM berbasis merit, sistem digital, dan talent pool daerah 
diarahkan untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil.  

Kinerja aparatur juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan nilai kerja. Dalam konteks 
daerah yang memiliki identitas budaya kuat, nilai lokal dapat memperkuat motivasi kerja dan orientasi 
pelayanan. Aparatur yang memahami nilai sosial masyarakat akan lebih mampu membangun 
hubungan yang harmonis dengan warga, mengurangi jarak birokrasi, dan meningkatkan kualitas 
interaksi pelayanan. Oleh sebab itu, kinerja aparatur tidak hanya dapat ditingkatkan melalui pelatihan 
teknis, tetapi juga melalui pembentukan budaya kerja yang sesuai dengan nilai lokal dan kebutuhan 
masyarakat. 

Dalam penelitian ini, kinerja aparatur dipahami sebagai kemampuan aparatur Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara 
efektif, responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kinerja tersebut 
dipengaruhi oleh strategi pengembangan kompetensi SDM dan kemampuan pemerintah daerah dalam 
mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam budaya kerja aparatur.  

 
Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya, 
menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, menarik investasi, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dan mempertahankan keunggulan pembangunan secara berkelanjutan. Daya saing daerah 
tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas tata kelola 
pemerintahan dan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah yang memiliki aparatur 
kompeten akan lebih mampu menyusun kebijakan, melaksanakan program pembangunan, 
membangun kemitraan, dan mengembangkan potensi lokal secara efektif. 

Kapasitas pemerintah daerah berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Kajian 
tentang kapasitas regional dalam pengembangan sumber daya manusia menunjukkan bahwa 
pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana dalam 
mengoordinasikan kepentingan, sumber daya, serta aktor pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa 
daya saing daerah sangat terkait dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola SDM, 
membangun koordinasi, dan menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Dalam konteks Tapanuli Utara, daya saing daerah dapat dikembangkan melalui penguatan 
sektor pelayanan publik, pariwisata, pertanian, pendidikan, UMKM, dan ekonomi lokal. Namun, 
pengembangan sektor-sektor tersebut membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi 
perencanaan, inovasi, digitalisasi pelayanan, komunikasi publik, dan kolaborasi lintas sektor. 
Penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah, partisipasi publik, dan pemanfaatan teknologi 
informasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan 
berkelanjutan. 
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Dengan demikian, daya saing daerah tidak dapat dilepaskan dari strategi pengembangan SDM 
aparatur. Semakin baik kompetensi aparatur, semakin besar peluang pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, dan mengoptimalkan potensi lokal. 
Integrasi kearifan lokal juga dapat menjadi pembeda strategis karena daerah tidak hanya mengandalkan 
pendekatan administratif, tetapi juga membangun tata kelola yang sesuai dengan identitas dan 
kekuatan sosial masyarakat. 

 
Hubungan Pengembangan Kompetensi SDM, Kearifan Lokal, Kinerja Aparatur, dan Daya 
Saing Daerah 

Berdasarkan kajian literatur, pengembangan kompetensi SDM berperan penting dalam 
meningkatkan kinerja aparatur. Kompetensi teknis membantu aparatur menyelesaikan tugas sesuai 
bidang kerja, kompetensi manajerial mendukung kemampuan perencanaan dan koordinasi, sedangkan 
kompetensi sosial-kultural memperkuat kemampuan aparatur dalam berinteraksi dengan masyarakat 
yang beragam. Dalam konteks daerah, ketiga kompetensi tersebut perlu dikembangkan secara 
seimbang agar aparatur mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 

Kearifan lokal berperan sebagai nilai pendukung dalam pengembangan SDM. Nilai lokal dapat 
memperkuat etos kerja, rasa tanggung jawab, solidaritas, dan orientasi pelayanan aparatur. Integrasi 
kearifan lokal dalam pengembangan kompetensi dapat menghasilkan aparatur yang tidak hanya 
profesional secara administratif, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan budaya. Hal ini penting 
dalam pemerintahan daerah karena keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada 
kemampuan aparatur memahami masyarakat yang dilayani.  

Kinerja aparatur selanjutnya menjadi penghubung antara pengembangan kompetensi SDM 
dan daya saing daerah. Aparatur yang berkinerja baik akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan 
publik, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, memperkuat tata kelola, dan mendorong 
pemanfaatan potensi daerah. Dengan demikian, pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan 
lokal dapat menjadi strategi penting untuk memperkuat kinerja aparatur dan meningkatkan daya saing 
daerah Kabupaten Tapanuli Utara. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka pemikiran bahwa 
pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja 
aparatur. Selanjutnya, kinerja aparatur yang semakin baik akan mendukung peningkatan daya saing 
daerah. Dengan demikian, kinerja aparatur dapat diposisikan sebagai variabel penting yang 
menjembatani hubungan antara strategi pengembangan kompetensi SDM dan daya saing daerah.  

 
Kerangka Konseptual dan Proposisi Penelitian 

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa kualitas pembangunan daerah 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya manusia 
aparatur. Pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan secara terarah, kontekstual, dan berbasis 
kearifan lokal diharapkan mampu meningkatkan kinerja aparatur. Kinerja aparatur yang meningkat 
kemudian berkontribusi terhadap daya saing daerah melalui pelayanan publik yang lebih baik, 
kebijakan yang lebih responsif, dan pemanfaatan potensi lokal yang lebih optimal.  

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. 

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengembangan kompetensi sumber 
daya manusia berbasis kearifan lokal, kinerja aparatur, dan daya saing daerah. Penelitian dilakukan di 
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial-
budaya masyarakat Batak Toba serta kebutuhan penguatan kapasitas aparatur daerah dalam 
mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. 

Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah pada organisasi 
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Sampel ditentukan 
menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: bekerja pada instansi pemerintah daerah, 
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memiliki masa kerja minimal satu tahun, terlibat dalam pelayanan publik atau pelaksanaan program 
pembangunan, serta bersedia menjadi responden. Jumlah sampel direncanakan sebanyak 150–200 
responden. 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner kepada aparatur pemerintah daerah. Kuesioner menggunakan skala Likert lima 
poin, mulai dari 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Data sekunder diperoleh dari 
dokumen pemerintah daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, laporan kinerja instansi, serta literatur 
akademik yang relevan. 

Variabel penelitian terdiri atas tiga variabel utama. Pertama, pengembangan kompetensi SDM 
berbasis kearifan lokal sebagai variabel independen, yang diukur melalui indikator pelatihan, 
kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural, literasi digital, dan internalisasi 
nilai kearifan lokal. Kedua, kinerja aparatur sebagai variabel mediasi, yang diukur melalui kualitas kerja, 
ketepatan waktu, tanggung jawab, kedisiplinan, inovasi, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan. Ketiga, 
daya saing daerah sebagai variabel dependen, yang diukur melalui kualitas pelayanan publik, tata kelola 
pemerintahan, inovasi daerah, pemanfaatan potensi lokal, kolaborasi, dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif 
digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban responden. 
Selanjutnya, pengujian hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan regresi berganda atau 
Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan 
melalui nilai outer loading, Average Variance Extracted, Composite Reliability, Cronbach’s Alpha, dan 
HTMT. Pengujian model struktural dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur, t -statistic, p-value, 
R-square, dan indirect effect melalui prosedur bootstrapping.  

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian. Responden diberi informasi 
mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan hak untuk berpartisipasi secara sukarela. Data yang 
diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Karena penelitian ini menggunakan desain 
cross-sectional dan data self-report, hasil penelitian ditafsirkan secara hati-hati serta tidak digunakan 
untuk menyimpulkan hubungan kausal secara mutlak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Penelitian ini melibatkan 180 aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Utara. Responden merupakan aparatur yang terlibat dalam kegiatan pelayanan 
publik, administrasi pemerintahan, perencanaan, pengawasan, serta pelaksanaan program 
pembangunan daerah. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin, responden terdiri atas 98 laki-laki atau 
54,4% dan 82 perempuan atau 45,6%. Komposisi ini menunjukkan bahwa partisipasi responden relatif 
seimbang, meskipun jumlah responden laki-laki sedikit lebih dominan. 

Dilihat dari usia, sebagian besar responden berada pada kelompok usia produktif. Responden 
berusia 21–30 tahun sebanyak 28 orang atau 15,6%, usia 31–40 tahun sebanyak 62 orang atau 34,4%, 
usia 41–50 tahun sebanyak 58 orang atau 32,2%, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 32 orang atau 
17,8%. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia kerja yang matang 
dan memiliki pengalaman yang cukup dalam memahami dinamika organisasi pemerintahan daerah.  

Berdasarkan masa kerja, responden dengan masa kerja 1–5 tahun berjumlah 35 orang atau 
19,4%, masa kerja 6–10 tahun sebanyak 54 orang atau 30,0%, masa kerja 11–15 tahun sebanyak 49 
orang atau 27,2%, dan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 42 orang atau 23,4%. Data ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam 
menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden 
berpendidikan sarjana, yaitu sebanyak 126 orang atau 70,0%, disusul responden berpendidikan 
magister sebanyak 36 orang atau 20,0%, dan diploma sebanyak 18 orang atau 10,0%. Kondisi ini 
menggambarkan bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik untuk 
memahami isu pengembangan kompetensi, kinerja aparatur, dan daya saing daerah.  
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Deskripsi Pengembangan Kompetensi SDM Berbasis Kearifan Lokal 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

berbasis kearifan lokal berada pada kategori tinggi dengan nilai rata -rata 4,12. Temuan ini 
menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menilai bahwa pengembangan 
kompetensi telah berjalan cukup baik. Pengembangan tersebut terlihat dari adanya kesempatan 
mengikuti pelatihan, peningkatan kemampuan teknis, penguatan kemampuan manajerial, penguasaan 
teknologi digital, serta pemahaman terhadap nilai sosial-budaya lokal. 

Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan 
kemampuan administratif, tetapi juga sebagai upaya membentuk aparatur yang mampu memahami 
karakteristik masyarakat lokal. Dalam konteks Tapanuli Utara, nilai-nilai kearifan lokal masyarakat 
Batak Toba seperti kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan 
terhadap adat menjadi unsur penting yang dapat memperkuat budaya kerja aparatur. Nilai -nilai 
tersebut dapat membentuk etos kerja yang lebih disiplin, meningkatkan kepedulian sosial, serta 
memperkuat orientasi pelayanan kepada masyarakat. 

Hasil ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan SDM yang sesuai dengan konteks lokal 
dapat membantu aparatur bekerja lebih adaptif. Aparatur yang memahami nilai budaya masyarakat 
akan lebih mudah membangun komunikasi, memperkuat kepercayaan publik, serta menyesuaikan 
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan kompetensi berbasis 
kearifan lokal dapat menjadi pendekatan penting dalam memperkuat kualitas birokrasi daerah. 

 
Deskripsi Kinerja Aparatur 

Kinerja aparatur berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara umum telah menunjukkan kualitas kerja 
yang baik. Kinerja tersebut tercermin dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, ketepatan waktu, 
tanggung jawab, kedisiplinan, akuntabilitas, inovasi, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.  

Kinerja aparatur yang baik sangat penting dalam organisasi pemerintah daerah karena aparatur 
merupakan pelaksana langsung kebijakan dan pelayanan publik. Aparatur yang memiliki kinerja tinggi 
akan lebih mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Selain itu, aparatur yang berkinerja baik juga dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program 
pembangunan daerah. 

Namun demikian, kinerja aparatur masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam aspek 
inovasi kerja dan pemanfaatan teknologi digital. Dalam era digitalisasi pelayanan publik, aparatur tidak 
cukup hanya mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus mampu menggunakan 
teknologi untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki koordinasi, dan meningkatkan transparansi. 
Oleh karena itu, peningkatan kinerja aparatur perlu didukung oleh pengembangan kompetensi yang 
berkelanjutan dan sistem evaluasi kinerja yang lebih terukur.  

 
Deskripsi Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah memperoleh nilai rata-rata 3,91 dan berada pada kategori tinggi. Meskipun 
demikian, nilai ini lebih rendah dibandingkan variabel pengembangan kompetensi SDM dan kinerja 
aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Tapanuli Utara telah berada pada kondisi 
yang cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan dalam beberapa aspek, terutama inovasi 
daerah, kolaborasi antarpemangku kepentingan, tata kelola pemerintahan, dan pemanfaatan potensi 
lokal. 

Daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, letak geografis, atau kekayaan 
budaya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi tersebut. Tapanuli 
Utara memiliki kekuatan sosial-budaya dan potensi lokal yang besar, termasuk sektor pertanian, 
pariwisata, ekonomi lokal, dan pelayanan publik. Namun, potensi tersebut hanya dapat memberikan 
dampak optimal apabila didukung oleh aparatur yang kompeten dan berkinerja baik.  

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan daya saing daerah perlu dilakukan melalui 
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih responsif, digitalisasi 
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layanan, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Dalam 
konteks ini, aparatur daerah memiliki peran penting sebagai penggerak utama pembangunan daerah.  

 
Pengaruh Pengembangan Kompetensi SDM Berbasis Kearifan Lokal terhadap Kinerja 
Aparatur 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur. Nilai koefisien jalur sebesar 0,681 dengan 
t-statistic 11,426 dan p-value 0,000 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat 
dan signifikan. Artinya, semakin baik pengembangan kompetensi aparatur yang berbasis pada 
kebutuhan kerja dan nilai lokal, semakin tinggi pula kinerja aparatur pemerintah daerah.  

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan faktor penting dalam meningkatkan 
kinerja aparatur. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis akan lebih mampu menyelesaikan tugas 
sesuai bidang pekerjaannya. Aparatur yang memiliki kemampuan manajerial akan lebih mampu 
merencanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pekerjaan. Sementara itu, aparatur yang 
memiliki kompetensi sosial-kultural akan lebih mampu memahami masyarakat dan memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan karakteristik lokal.  

Dalam konteks Tapanuli Utara, integrasi nilai kearifan lokal menjadi aspek penting dalam 
pengembangan SDM. Nilai kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan, dan musyawarah dapat 
memperkuat perilaku kerja aparatur. Aparatur tidak hanya dituntut bekerja sesuai aturan, tetapi juga 
diharapkan mampu melayani masyarakat dengan empati, menghargai adat, dan membangun 
komunikasi yang baik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi berbasis kearifan lokal dapat 
memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kerja aparatur.  

 
Pengaruh Kinerja Aparatur terhadap Daya Saing Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap daya saing daerah. Nilai koefisien jalur sebesar 0,493 dengan t-statistic 6,218 dan p-value 
0,000 menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur dapat mendorong peningkatan daya saing 
daerah. Temuan ini menegaskan bahwa daya saing daerah tidak hanya bergantung pada sumber daya 
alam, investasi, dan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas birokrasi dan kinerja aparatur.  

Aparatur yang berkinerja baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, 
transparan, akuntabel, dan responsif. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, kinerja aparatur yang baik juga dapat 
mempercepat pelaksanaan program pembangunan, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan 
mendorong pemanfaatan potensi lokal secara lebih efektif.  

Dalam konteks Tapanuli Utara, daya saing daerah dapat diperkuat melalui pelayanan publik 
yang lebih baik, pengelolaan potensi pariwisata dan pertanian, penguatan ekonomi lokal, serta 
peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Semua aspek tersebut membutuhkan aparatur yang 
memiliki kinerja tinggi. Dengan demikian, kinerja aparatur menjadi faktor penting dalam mendukung 
pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Tapanuli Utara.  

 
Pengaruh Pengembangan Kompetensi SDM Berbasis Kearifan Lokal terhadap Daya Saing 
Daerah 

Pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal juga terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap daya saing daerah. Nilai koefisien jalur sebesar 0,326 dengan t -statistic 4,087 dan 
p-value 0,000 menunjukkan bahwa pengembangan SDM yang sesuai dengan karakteristik lokal dapat 
memperkuat daya saing daerah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa aparatur yang kompeten dan memahami nilai lokal akan lebih 
mampu merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Pengembangan kompetensi berbasis kearifan lokal dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan 
kebijakan yang lebih kontekstual, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas 
pelayanan publik. 
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Dalam konteks Tapanuli Utara, pemahaman terhadap nilai budaya Batak Toba menjadi modal 
penting dalam membangun pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Aparatur yang memahami 
nilai lokal akan lebih mudah membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah sosial, serta 
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan 
kompetensi aparatur berbasis kearifan lokal tidak hanya berdampak pada kinerja internal birokrasi, 
tetapi juga pada peningkatan daya saing daerah secara lebih luas.  

 
Peran Mediasi Kinerja Aparatur 

Hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa kinerja aparatur memediasi hubungan antara 
pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal dan daya saing daerah. Nilai indirect effect 
sebesar 0,336 dengan t-statistic 5,724 dan p-value 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung 
tersebut signifikan. Karena pengaruh langsung pengembangan kompetensi SDM terhadap daya saing 
daerah juga signifikan, maka kinerja aparatur berperan sebagai mediator parsial.  

Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi SDM tidak secara otomatis 
meningkatkan daya saing daerah apabila tidak diikuti oleh peningkatan kinerja aparatur. Kompetensi 
yang dimiliki aparatur harus tercermin dalam perilaku kerja, kualitas pelayanan, inovasi, kedisiplinan, 
dan akuntabilitas. Dengan kata lain, kinerja aparatur merupakan mekanisme penting yang 
menghubungkan pengembangan kompetensi dengan peningkatan daya saing daerah. 

Peran mediasi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap 
program pengembangan SDM berdampak langsung pada peningkatan kinerja. Pelatihan, penguatan 
literasi digital, pengembangan kompetensi sosial-kultural, dan internalisasi nilai lokal perlu 
dihubungkan dengan indikator kinerja yang jelas. Dengan demikian, pengembangan kompetensi tidak 
hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap kualitas 
pelayanan publik dan daya saing daerah. 

 
Implikasi Teoretis dan Praktis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa manajemen SDM sektor 
publik perlu dikembangkan secara strategis dan kontekstual. Pengembangan kompetensi aparatur 
tidak cukup hanya menekankan aspek teknis dan administratif, tetapi juga perlu memasukkan nilai 
sosial-budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja. Dengan demikian, penelitian ini 
memberikan kontribusi pada pengembangan kajian manajemen SDM sektor publik, khususnya dalam 
konteks daerah yang memiliki identitas budaya kuat. 

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli 
Utara untuk memperkuat program pengembangan kompetensi aparatur berbasis kebutuhan daerah. 
Pemerintah daerah perlu menyusun peta kompetensi aparatur, meningkatkan pelatihan berbasis 
kinerja, memperkuat literasi digital, mengembangkan kepemimpinan lokal, serta mengintegrasikan 
nilai kearifan lokal ke dalam budaya kerja birokrasi.  

Selain itu, pengembangan SDM perlu dikaitkan dengan indikator kinerja pelayanan publik dan 
capaian pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem evaluasi pelatihan 
agar dapat diketahui sejauh mana program pengembangan kompetensi benar-benar berdampak pada 
peningkatan kinerja aparatur. Dengan cara ini, pengembangan SDM tidak hanya menjadi agenda 
formal, tetapi menjadi strategi nyata untuk meningkatkan daya saing daerah.  
 
Ringkasan Pembahasan 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi SDM 
berbasis kearifan lokal memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja aparatur dan daya saing 
daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengembangan kompetensi yang menggabungkan kemampuan 
teknis, manajerial, sosial-kultural, literasi digital, dan nilai lokal terbukti mendukung peningkatan 
kualitas kerja aparatur. Selanjutnya, kinerja aparatur yang baik berkontribusi terhadap peningkatan 
daya saing daerah melalui pelayanan publik yang lebih responsif, tata kelola yang lebih baik, dan 
pemanfaatan potensi lokal secara lebih optimal. 
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Temuan ini menegaskan bahwa daya saing daerah tidak dapat dibangun hanya melalui 
pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan kualitas sumber daya manusia 
aparatur. Aparatur yang kompeten, berkinerja baik, dan memahami nilai lokal akan menjadi modal 
penting bagi Kabupaten Tapanuli Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, 
dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. 
 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi sumber daya manusia 

berbasis kearifan lokal memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja aparatur dan daya saing 
daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Pengembangan kompetensi aparatur tidak hanya perlu diarahkan 
pada peningkatan kemampuan teknis dan administratif, tetapi juga harus mencakup kompetensi 
manajerial, kompetensi sosial-kultural, literasi digital, serta internalisasi nilai-nilai lokal masyarakat 
Batak Toba, seperti kerja keras, tanggung jawab, kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan 
terhadap adat. Integrasi nilai lokal tersebut dapat memperkuat budaya kerja aparatur yang lebih 
responsif, berorientasi pelayanan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal 
berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur. Aparatur yang memiliki kompetensi memadai 
cenderung lebih mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, bekerja secara disiplin, memberikan 
pelayanan yang responsif, serta menunjukkan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan 
tugas. Selain itu, kinerja aparatur juga terbukti berperan dalam meningkatkan daya saing daerah. Hal 
ini menunjukkan bahwa kualitas birokrasi dan pelayanan publik merupakan faktor penting dalam 
mendukung pembangunan daerah, pengelolaan potensi lokal, dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja aparatur berperan sebagai mediator parsial dalam 
hubungan antara pengembangan kompetensi SDM berbasis kearifan lokal dan daya saing daerah. 
Artinya, pengembangan kompetensi SDM akan memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap daya 
saing daerah apabila kompetensi tersebut tercermin dalam peningkatan kinerja aparatur. Dengan 
demikian, program pengembangan SDM tidak cukup hanya dilaksanakan sebagai kegiatan pelatihan 
formal, tetapi harus dikaitkan secara langsung dengan indikator kinerja pelayanan publik, inovasi 
birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan capaian pembangunan daerah.  

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian manajemen 
sumber daya manusia sektor publik dengan menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual berbasis 
kearifan lokal dalam pengembangan kompetensi aparatur. Secara praktis, hasil penelitian ini 
memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menyusun strategi 
pengembangan SDM yang lebih terarah, berbasis kebutuhan daerah, dan selaras dengan karakteristik 
sosial-budaya masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan kompetensi, pelatihan 
berbasis kinerja, literasi digital, kepemimpinan lokal, serta evaluasi pengembangan aparatur secara 
berkelanjutan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan desain cross-
sectional sehingga hasilnya belum dapat menjelaskan perubahan hubungan antarvariabel dalam jangka 
panjang. Kedua, data dikumpulkan melalui kuesioner self-report sehingga masih terdapat 
kemungkinan bias persepsi responden. Ketiga, penelitian difokuskan pada Kabupaten Tapanuli Utara 
sehingga generalisasi hasil ke daerah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian selanjutnya 
disarankan menggunakan desain longitudinal, melibatkan data kinerja objektif, memperluas wilayah 
penelitian, serta membandingkan model pengembangan SDM berbasis kearifan lokal pada beberapa 
daerah dengan karakteristik budaya yang berbeda. 
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